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ABSTRACT L

There are four main elements of taxation success : Tax Law, Tax Administration,
Tax Policy and Tax Payer. For tax officers (Fiscus), the tax payer element is
unconirollable in nature. Therefore, the knowledge about the tax payer will make easier
for any effort in increasing the tax success. So, the problem of this study is the factors
that attach to tax payer affect in increasing Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) collection in
Bengkulu. The obiective of this study is to observe the factors that attach to tax payer
affect in increasing PBB collection in Bengkulu and aiso can make the research model.
The result of this study can give the benefit and input to Local Government, especially
the tax officer.

The types of data are primary data and secondary data. The primary data is the
data that are collected through questioners and secondary data is the data collected from
PBB service institution, local income bureau and other institutions. Then the data was
analyzed by multiple regression.

In general, this research has concluded that :

1. The factors that are proven to have significant effects on the PBB collection success
in Bengkulu is, 1) The taxation consciousness, 2) The ratio of'the PBB levy compared
to tax payer income, 3) The attitude of tax payer towards regional development, 4)
The attitude of tax payer on the implementation of the PBB fines, 5) Tthe opinion of
tax payer that the evasion on the PBB has been common, 6) The level of tax payer
education, 7) The status of land and building ownership and 8) The opinion of tax
payer toward fiscus service.

2. The factors that are proven to have not significant effects on the PBB collection
success in Bengkulu is, 1) The ratio of calculated difference in the permanent
difference, 2) The opinion of tax payer on the PBB burden, and 3) The length of stay
in the location of PBB object.

There are some suggestions of this study for researchers, this research available to be

- follows up for future research and for practices can increase the tax income, improve the
tax accounting, and careful and fair in set the NJOP.

Key Words : Property Tax- Taxation Success- Tax Payer- Collection Rate.
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ABSTRAK

Ada empat elemen penting keberhasilan perpajakan yaitu Tax Law, Tax
Administration, Tax Policy dan Tax Payer atau wajib pajak. Untuk Fiskus elemen wajib
pajak bersifat uncontrollable. Pengetahuan tentang wajib pajak akan memudahkan setiap
upaya peningkatan keberhsilan perpajakan. Sehingga permasalahan yang diajukan
adalah: Apakah faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak berpengaruh terhadap
tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini untuk
mengetahui ada tidaknya pengaruh faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak
terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu dan sejauh mungkin dapat
menciptakan suatu model penelitian. Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan
manfzat dan masukan bagi Pemerintah Daerah, khususnya aparat perpajakan.

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yaitu data yang
dikumpulkan lewat kuesioner dan data sekunder yang dikumpulkan dari kantor
pelayanan PBB, dinas pendapatan daerah dan instansi lainnya. Metode pengumpulan
data dengan kunjungan (visite), selanjutnya data diolah dan dianalisa dengan regresi
linear berganda.

Secara umum kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor yang telah terbukti berpengaruh tehadap tingkat keberhasilan
penerimaan PBB di Kota Bengkulu adalah : kesadaran perpajakan, rasio beban PBB
dibandingkan dengan pendapatan wajib pajak, sikap wajib pajak terhadap
pembangunan daerah, sikap wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB,
pendapat wajib pajak bahwa penghindaran PBB telah umum, pendidikan wajib
pajak, status tanah/ rumah wajib pajak dan sikap wajib pajak terhadap pelayanan
fiskus.

2. Faktor-faktor yang tidak terbukti berpengaruh terhadap tingkat keberhsilan
penerimaan PBB di Kota Bengkulu adalah : rasio beda hitung permanent difference,
pendapat wajib pajak terhadap berat tidaknya beban PBB, dan lama tinggal wajib
pajak.

Ada beberapa saran yang perlu disampaikan : Bagi peneliti kiranya penelitian ini dapat

ditindak lanjuti dan bagi praktisi kiranya dapat meningkatkan aktivitas penagihan pajak,

menggalakkan penyuluhan, menyempurnakan akuntansi perpajakan dan dalam
penetapan NJOP hendaknya mengandung azas ketelitian dan keadilan.

Kata Kunci : Pajak properti, Keberhasilan perpajakan, Wajib pajak, Tingkat penerimaan.
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BAB |

PENDAHULUAN

I Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan negara Repubﬁlk Indonesia adalah memajukan kesejahteraan
rakyat . Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah memeriukan dana yang sumber
utamanya adalah pajak. Dalam APBN 2001 misalnya mengandalkan 68,34 %
penerimaan perpajakan dari total penerimaan dalam negeri (Kompas, 19 April 2001).

Pajak berfungsi budgeter—régulerend—social . Pajak berfungsi budgeter artinya
pajak bersifat kontraksi terhadap dana masyarakat dan memberikan kontribusi sebesar-
besarmya untuk budget (APBN/AI;BD). Sedangkan sisi lain budget yaitu belanja atau
pengeluaran pemerintah berefek tﬁultiplier bagi perekonomian negara. Pajak berfungsi
regulerend artinya pajak adalah instrumen untuk mengatur dan mendorong pertumbuhan
ckonomi. Pajak berfungsi sosial artinya pajak adalah instrumen untuk mengurangi
perbedaan si kaya dan si miskin. |

Pemerintah pada tahun 1983 mengadakan tax-reform (pembaharuan perpajakan),
dan menyempurnakannya pada tahun 1994, tax- reform penting karena menghapus
sistem perpajakan lama yang terlalu ruwet, dan memberikan fasilitas budgeter-
regulerend-social pajak. Tax-reform menghasilkan sistem perpajakan yang sederhana,
mudah, adil dan memberikan kepastian hukum (rechssicherheif). Akibatnya sistim
perpajakan sekarang ini mudah dipelajari, dipahami dan dipatuhi. Tax-reform ini

bertujuan mendorong keberhasilan perpajakan., dan kenyataannya berhasil.

| URT-PESTA K- TNDIP]




Tabel nomor 01 dibawah ini menunjukkan keberhasilan tax-reform tersebut,

yang ditandai dengan kenaikan penerimaan perpajakan (termasuk PBB).

Tabel no. 0 1.
REALISASI PENERIMAAN PAJAK 5 (LIMA) TAHUNAN
(DALAM MILYAR RUPIAH)
Keterangan Tahun Anggaran
1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99
Penerimaan Pajak 44442 48.686 | 57.340 70.934 96.500
Kenaikan ( %) - 9,54 17,77 23,70 36,04

Sumber: diolah dari realisasi APBN.

Salah satu pajak dalam negeri adélah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang
memang nilai rupiahnya relatif kf;cil dibandingkan dengan pajak lain, seperti dalam
APBN 2001 hanya 2,48 % dari total penerimaan perpajakan ( Kompas, 19 April 2001),
tetapi merhpunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan PBB dikembalikan
untuk pembangunan daerah ;vang bersangkutan dan merupakan sumber penerimaan
pembangunan utama pemerintah daérah, mempunyai jumlah wajib pajak (WP) terbesar
dibandingkan pajak-pajak lain:, penerimaan PBB dari tahun ke tahun terus meningkat,
dan PBB merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia. Dengan Undang-undang
nomor 25 tahun 1999 tentang perimba_mgan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (pasal 6 ayat 2) yang berbunyi: Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan
Bangunan dibagi dengan imbangan 10 % (sepuluh persen) untuk Pemerintah pusat dan
90 % (sembilan puluh persen) untuk daerah. Berdasarkan Undang-Undang ini

memberikan semangat kepada da;:rah—daerah untuk meningkatkan semua aspek yang



berhubungan dengan Pajak Bumi ‘dan Bangunan. Ini merupakan alasan pertama
pentingnya penelitian ini.

Tabel nomor 02 dibawafl ini menunjukkan realisasi penerimaan PBB dari taﬁun
anggaran 1994/1995 s.d tahun 1998/1999 dalam APBN.

Tabel nomor 02
REALISASI PENERIMAAN PBB ( DALAM MILYAR RUPIAH)

Keterangan Tahun Anggaran
1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999
Penrimaan 1.647 1.894 2.413 2.641 3.163
PBB - 1 14,99 2740 9,44 19,76
Kenaikan (%)

Sumber : diolah dari realisasi APBN

Penelitian perpaj'akan,' baik makro maupun mikro, termasuk PBB periu
dilanjutkan dan diperluas, schubungan dengan perubahan kebijakan pemerintah tentang
otonomi daerah., ini merupakan alasan kedua pentingnya penelitian ini.

Menurut Achmad Syarifuddin Alsah (dalam Bambang Suhardito dan Bambang
Sudibyo, 1996), ukuran keberhasilah perpajakan adalah collection rate, coverage ratio,
dan tax ratio. Collection rate ’atau keberhasilan penerimaan pajak adalah ratio tingkat
kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak dibandingkan dengan pokok ketetapannya
pada tahun yang bersangkutan.'éoverage ratio adalah besamnya wajib pajak riel
dibandingkan wajib pajak potensial. Sedangkan Tax ratio adalah perbandingan
penerimaan pajak total dibandingkan Gross National Product (GNP). Keberhasilan
penerimaan pajak merupakan salah satu ukuran keberhasilan perpajakan, karena

kesesuaiannya dengan fungsi budgeter pajak.



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perpajakan, termasuk PBB
seperti yang dikemukakan oleh Fuad Bawazier (1993) adalah Tax Law, Tax Policy, Tax
Administration, dan Tax Payer. Sementara itu menurut Guritno (1987) ada tiga faktor
keberhasilan perpajakan yaitu sitem administrasi dan hukum, kualitas aparat perpajakan,
dan kepatuhan masyarakat mémbayar pajak. Sedangkan menurut Chairul Amachi
(1992) faktor-faktor keberhasilan perpajakan adalah faktor administrasi negara dan
pajak, faktor undang-undang dan“ peraturan pelaksanaan perpajakan, dan faktor
masyarakat, khususnya wajib pajak dan keadaan lingkungan. Faktor-faktor yang
disepakati oleh mereka bertiga adalah Tax law, Tax Administration, dan Tax payer.
Faktor tax-Payer (wajib pajak) atau dengan perkataan lain fakior-faktor yang melekat
pada wajib pajak meliputi faktor 'demograﬁ, kesadaran perpajakan, rasio beban PBB
dibandingkan pendapatan wajib pajak, rasio beda hitung permanent difference, sikap
wajib pajak terhadap perioritas pen;bangunan daerah, pendapat wajib pajak tentang
sanksi denda PBB, pendapat wajib pajak bahwa penghindaran PBB telah umum,
pendapat wajib pajak terhadap beban PBB, serta pendapat wajib Pajak terhadap
pelayanan fiskus. Untuk Dirjen pajak, faktor-faktor tersebut relatif bersifat
uncontrollable, ini merupakan alasan ketiga dan sekaligus fokus penelitian ini.
Pengetahuan tentang faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak PBB ini merupakan
input penting bagi Direktorat PBB , dan pejabat lain yang ada hubungannya dengan
objek pajak, sehingga sangat befpe@n penting dalam upaya peningkatan keberhasilan

PBB. Ini merupakan alasan keempat pentingnya penelitian ini.



Selain itu pengetahuan tentang faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak juga
dapat dipergunakan dalam upéya peningkatan perpajakan di Indonesia, karena wajib
pajak lain juga merupakan wajib pajak PBB. Ini juga merupakan input penting bagi
Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah daerah, khususnya dinas pendapatan daerah.
Ini merupakan alasan kelima pentingnya penelitian ini.

Kemudian atas dasar surat edaran Dijen Pajak Nomor SE.21/PJ-6/200 tanggal
25 Mei 2000 tentang evaluasi penenjimaan PBB dan BPHTB TA.1999/2000 s.d. triwulan
IV, bahwa Kanwil Il (Bengkulu) merupakan peringkat lima terendah dalam penerimaan
PBB per KP PBB seluruh Indonesia . Dengan alasan itu maka objek penelitian adalah
wajib pajak PBB di Beng.kulu.lDar_l ditetapkan disektor perkotaan, karena menurut Fuad
Bawazier (1993) dalam CFMS 1993:5-16, bahwa potensi wajib pajak PBB sektor
perkotaan tinggi tetapi tingkat icepatuhannya rendah.

Tabel 03 berikut ini menyajikan potensi dan target penerimaan PBB per

Kabupaten dan Kota sc- Propinsi Bengkulu.



Tabel nomor 03
POTENSI DAN TARGET PENERIMAAN PBB TAHUN 1999/2000
Per KABUPATEN dan KOTA se PROPINSI BENGKULU

(DALAM RIBUAN RUPIAH)
No. Kab./Kota Potensi Target/rencana %
Penerimaan Penerimaan
1. Kota Bengkulu 3.643.756 1.425.227 4473
2. | Kab.Bengkulu Utara " 9.184.585 5.089.541 55,41
3. Kab.Bengkulu Selatan 11.127.429 5.142.200 46,21
4, Kab.Rejang Lebong |  3.749.794 2.481.995 66,19

Sumber: Kantor pelayanan Pajak PBB Bengkulu
(diolah dari laporan KP PBB Bengkulu bulan Juli 2000).

Dari tabel tersebut kota Bengkulu merupakan target/ rencana penerimaan PBB

terendah (44,73 %) dibandingkan dengan Kabupaten/Tk.II lainnya.

2. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang téiah diuraikan di atas, bahwa faktor — faktor yang
mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan PBB (collection rate) adalah Tax Law,
Tax Administration, dan Tax Payer. Faktor Tax Payer dengan Kata lain faktor — faktor
yang melekat pada WP relatif bersifat uncontrollable. Sedangkan faktor — faktor tersebut
merupakan input penting bagi Direktorat PBB, dan aparat lain yang ada hubungannya
dengan obyek pajak PBB. Sehingga dapat berperan dalam meningkatkan keberhasilan
penerimaan PBB. Oleh sebab itu maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :
Apakah faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat

keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu ?



3. Tujuan Penelitian

Sesuai de‘ngan perumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan,
sebagai berikut :
Untuk menganalisis ada tidaknya 'péngaruh faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak
sebagaimana yang telah diuraikan diatas terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB

di Kota Bengkulu. Dan dapat menciptakan suatu model penelitian.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori,
terutama yang berkaitan dengan z;k'untansi perpajakan dan akuntansi Pemerintahan.
Temuan penelitian ini juga diharapkaﬁ dapat memberikan masukan bagi pemerintah
daerah, khususnya aparat perpajakan dalam merealisasikan diberlakukannya otonomi

daerah.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

1.Telaah Pustaka
1.1. Pajak

Menurut Rochmat Soemitro ( dalam S.Munawir,1992:1) pajak ialah iuran rakyat
kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah)
berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai
pengeluaran umum (publicke 'uitgaven); Definisi pajak soemitro ini banyak disitir oleh
para ahli lain atau dalam ﬁteratur—iiteratur lain seperti Usman dan Subroto (1980) Subekti
(1985), Lasmana (1989:1), P3 A Depdikbud (1990/1991:2), Tubagus Chairal Amachi
Zandjani (1992:1), Munawir (1992:15 dan Suparmoko (1992:94).

Pajak berfungsi Budgetair, Reg_ulerend, dan Social (Prawirosetoto,1989:70-73;
Munawir,1992:5; Chairul Amachi Zandjani,1992:2; Guritno,1992:1-5 dan 1994:43-114),
Pajak berfungsi budgetair artinya pajak bersifat kontraksi terhadap dana masyarakat dan
memberikan kontribusi sebesa}-besarnya untuk APBN, sedangkan sisi lain APBN yaitu
sisi belanja atau pengeluaran pemerintah berefek multiplier bagi perekonomian negara
(Suparmoko,1992:55-68), Fuad ﬁawaﬁer 1994 (dalam Guritno, 1994:xvii). Pajak
berfungsi regulerend éﬁinya pajak adalah instrumen untuk mengatur dan melaksanakan
kebijakan sosial ekonomi liegara. Pajak berfungsi sosial artinya pengakuan dan

pemanfaatan hak milik perorangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan



masyarakal
simiskin.

Paj;

t, dan pajak adalah instrumen untuk mengurangi perbedaan si kaya dan

ak sebagai turunan APBN berkarakteristik alokasi distribusi dan stabilisasi,

dan beratribut ekonomis, efisien dan efektif (Prawirosetoto,1989:67-76). Fungsi alokasi

APBN dan pajak bertujuan mengatasi ketidak efisienan alokasi sumber daya bila alokasi

tersebut berdasarkan mekanisme pasar. Fungsi distribusi APBN dan pajak bertujuan

pemerataan mengatasi ketimpangan sosial sebab masalah pemerataan tidak mungkin

diseraiﬂcan

kepada mekanisme pasar. Fungsi stabilisasi APBN dan pajak bertujuan

mengurangi pengangguran (peningkatan kesempatan kerja) bersama sama-sama dengan

efektifitas

dan pajak

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Pelaksanaan ketiga fungsi APBN

tadi tetap dalam kontek ckonomisasi pemakaian sumber daya yang langka,

secara efisien dan efektif,

Pertumbuhan ekonomi akan terganggu bila kontraksi pajak terlalu tinggi,

sebaliknya

layanan pe

pemungutan pajak yahg terlalu rendah mengakibatkan pemberian jasa-jasa dan

merintah kepada masyarakat terganggu. Oleh karena itu policy perpajakan

harus ditetapkan secara hati-hati (Suparmoko 1992:255-264); Prawirosetoto,1989:70-

78; Fuad Bawagzier,1994 dalam Guritno 1994:xviii-xxi; Guritno 1994 :43-114).

1.2. Karakteristik Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Paj
penetapan

Ketetapan

ak Bumi dan Bangunan adalah pajak kecbendaan (objektiffzakelijk), artinya
pajak tidak melihat kemampuan ekonomis subjek pajak. Daftar Himpunan

pajak (DHPK), disebut buku induk PBB, tidak membedakan wajib pajak



10

Badan/perusahaan dengan wajib pajak Nir Badan/perusahaan, tetapi membedakan wajib

pajak berdasarkan luas , klasifikasi dan lokasi obyek pajak. Atau dengan perkataan lain

pengenaan PBB tidak berdasarkan aktivitas dan bentuk perusahaan, tetapi berdasarkan
luas, klasifikasi dan lokasi obyek pajak.

Dampak tax-reform 1983 _dan tax reform revisi 1994 adalah membuat PBB
berazas mudah, sederhana, adil, mud:ah dimengerti, mudah dilaksanakan, mudah dihayati,
menghilangkan pengenaan pajak berganda, dan kepastian hukum. Sedangkan sifat khusus
PBB adalah 1) digunakan untuk public investment langsung, 2) Pajak tidak langsung,
dan 3) bertarif proporsional (0,5 %).

Selain itu PBB berkarakt.er khusus berikut :

1. Jumlah wajib pajak PBB besar, terﬁanyak dibandingkan wajib pajak lain.

2. Aktivitas penagihan melalui aparat pemerintah daerah. Departemen Keuangan,

3. Direktorat Jenderal PBB ikut memkmati atau memanfaatkan Kamukten Pemerintah
daerah.

4. Dari segi tujuan pengenaannya, menurut Guritno (1992) PBB bertujuan untuk menjadi
sumber penerimaan pemerintah, sc:Iain PPN dan pph.

5. PBB dipakai sebagai agunan pinjaman (pembangunan) daerah. Perlakuan terhadap
dana hasil pemunguta;l PBB sebagai dana rutin dan bersifat pembangunan umum
(seperti unsur penerimaan General fund), bukan pengelolaan terpadu (seperti capital
project Fund) dan bukan sebagai cadangan pelunasan hutang (seperti Debt service
Fund) ( Douglas,1991; Henl;e, 1989 ; Freeman, 1988; Herbert ,1987 ; Schroederet ,

1987 dan Hay,1985 ), dalam Bambang Suhardito dan Bambang Sudibyo (1996, h.29)
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1.3. Faktor Keberhasilan Penerimaan Perpajakan

1.3.1 Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan adalah suatli‘ sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi
komponen kognitif ,afektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami , merasakan
dan berperilaku terhadap makna dan ftmgsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekwensi
logis untuk para wajib pajak dengan mereka rela memberikan kontribusi dana untuk
pelaksanaan fungsi perpajakan, dpngaﬁ .cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat
waktu dan tepat jumlah. Dengan adanya kesadaran perpajakan berarti seorang wajib

pajak telah memahami tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.

1.3.2. Rasio Beban PBB dibandingkan dengan Pendapatan Wajib Pajak

PBB merupakan pajak objektif kebendaan, walaupun demikian PBB dibayar oleh
pendapatan wajib pajak, maka 'pendapatan wajib pajak akan mempengaruhi tingkat
keberhasilan penerimaan pajak PBB. Hubungan fungsional antara chan PBB dengan
pendapatan telah dibuktikan oleh peneﬁthn Guritno (1987, dalam Guritno 1994:105) ada
dua metode mengukur pe‘ﬁdapatan seseorang yaitu take home pay dan disposable income
. Penelitian yang menggunakan rﬁetode disposable income, dan berelemen pangan,papan,

transportasi, kesehatan, pendidikan, listrik,air bersih, telpon dan tabungan.

1.3.3. Beda Perhitungan Permanent -Different
Perbedaan yang ada antara fisksus dengan WP adalah “saat” dan “dasar”

penetapan pajak. Penetaapan PBB memakai dasar kondisi tanah dan bangunan pada
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tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan, dan praktiknya fiskus memakai dasar tersebut
untuk penctapan PBB tahun berikutnya. Laporan kondisi tanah dan bangunan pada
tanggal 1 Januari tersebut adalah SPOP. SPOP berisikan data luas tanah dan bangunan,
lokasi dan jenis bangunan. Perbedaan pendapat antara WP PBB dan fiskus terhadap data
SPOP tidak ada, artinya timing different tidak ada.

Perbedaan fiskus dengan WP PBB yang ada adalah perbedaan perhitungan Nilai Jual
Obyek Pajak (NJOP) karena memakai dasar perhitungan yang berbeda. Wajib Pajak
memakai dasar transaksi jual l;eli yang terjadi di blok atau zone yang bersangkutan.
Sedangkan Fiskus memakai dasar perhitungan “nilai buku”, atau dengan perkataan lain
memakai dasar perhitungan akuntansi. Oleh karena itu penetapan rasio beda hitung

permanent-different sebagai variabel bebas penelitian ini adalah sahih.

1.3.4. Sikap Wajib Pajak Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah.

Hasil penerimaan PBB dipéfgunakan untuk pembangunan infra struktur daerah
yang bersangkutan, tetapi karena terbatasnya dana maka pembangunan infra struktur
tersebut dilakukan secara bertahap. slasuai dengan skala.prioritas pemerintah daerah yang
bersangkutan. Lukman Sutrisﬁo (1994 :4) mengatakan bahwa layanan pemerintah
termasuk pembangunan infra struktur akan mempengaruhi pembayaran pajak PBB.
Khususnya wajib pajak PBB p.erkotaan. Oleh karena itu penetapan sikap wajib pajak

PBB terhadap prioritas pembangunan Haerah sebagai variabel bebas adalah sahih.
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1.3.5. Pendapat WP Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB
' |
Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak c:lan kewajiban , tindakan

yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan oleh masyarakat. Supaya undang-

undang dan peraturan tersebut dipatuhi maka ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian
|

juga untuk hukum pajak. Sanksi PBB dimulai dari yang teringa.n', yaitu peringatan dan
|
|

teguran sampai yang terberat kurungan atau sita. Sanksi PBB yang banyak diterapkan

) |
adalah denda. Masyarakat akan mematuhi pembayaran PBB bila; memandang sanksi
: |
denda akan lebih banyak merugikdnnya, maka penetapan penda;:)at atau pandangan
|
masyarakat terhadap sanksi denda PBB sebagai variabel bebas p!enelitian ini sahih.
|

1.3.6. Pendapat WP Bahwa Penghinfiaran PBB Telah Umu:m

Keadilan perpajakan yang baik berekuiti dua yaitu horizc:mtal equity dan vertical
equity. Ketidak adilan perpajakan atau kerusakan horizontal dan vertikal ekuiti akan
menyebabkan merosotnya bahkan hilangnya kepatuhan para WP, Gejala ketidak adilan
perpajakan adalah penghindaran dan pembangkangan terhadap kewajiban pajak telah

menjadi perthal yang umum. Adanya evasion atau avoidance atau mudahnya orang

melakukannya akan menyebal;kan tax-morality menjadi rendah (kasus Caymen

Island).Tax evasion dan tax avoidance menyebabkan rusakn):{a prinsip horizontal dan

|
vertical equity ( Guritno Mangkoesoebroto, 1992 ). l
!
' |
Pendapat atau pandangan masyarakat berisikan opini atau |pengetahuan yang belum

, |
tentu sesuai dengan kenyataan, demikian juga pendapait masyarakat terhadap
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penghindaran PBB. Walaupun secara émpiris penghindaran PBB belum terbukti, namun

pendapat ini akan mempengaruhi perilaku pembayaran PBB.

1.3.7. Pendapat Wajib Pajak Terhadap Berat Tidaknya Beban PBB

Beban pajak yang terlalu berat akan mémb_uat WP tidak mampu membayarnya, dan
kalau terlalu ringan dan kalau dirasakan fingan wajib pajak akan membayarnya. Oleh
karena itu, pendapat wajib pajak .PBB terhadap berat tidaknya pajak PBB sebagai

variabel bebas adalah sahih.

1.3.8. Pendidikan Wajib Pajak

Menurut Guritno (1994:140) pendidikan adalah salah satu elemen sikap wajib
pajak yang berpengaruh terhadap keberhasilan perpajakan. Pendidikan mempengaruhi
pengetahuan dan merupakan elemen kognitif dan sikap. Oleh karena itu penetapan faktor
pendidikan sebagai variable bebas penelitian ini adalah sahih,

1.3.9. Lama Tinggal Wajib Pajak di Lokasi Wajib Pajak PBB

Pada tahun 1987 Guritno melakukan penelitian tentang PBB dan menyimpulkan
ada hubungan fungsional antara pembayaran PBB dengan nilai tanah, nilai rumah dan
pendapatan. Selain itu PBB adalah Qajak objektif’kebendaan. Oleh karena itu penetapan
lama tinggal wajib pajak di lokasi wajib pajak PBB sebagai variabel bebas adalah sahih.

1.3.10. Pendapat Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Fiskus
Tingkat keberhasilan penerimaan PBB selain dipengaruhi take-payer (wajib

pajak), juga dipengaruhi oleh tax-policy, tax-administration dan tax-law, namun ketiga
faktor terakhir ini melekat dan dikendalikan oleh fiskus itu sendiri. Sehingga pendapat

wajib pajak terhadap fiskus merupakan variabel penting dalam penelitian ini yang akan
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mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB dapat diandalkan dan sejalan dengan
pendapat Lukman Sutrisno (1994:4) bahwa adanya hubungan antara pembayaran pajak
dengan mutu pelayanan pﬁb]ik ‘untuk wajib pajak diperkotaan.

Dengan demikian seorang fiskus diharapkan mempunyai kompetensi dalam artian
punya skill, knowledge dan éxperience (keahlian, pengetahuan danlpengalaman) dalam
hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan peraturan perundang-undangan
perpajakan. Selain itu fiskus harus termotivasi dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan

publik,

1.4. Akuntansi dan Pajak

Menurut APB 1970 akuntansi berdefinisi sebagai berikut :

Accounting is a service actiyity. Its function is to provide quantitative information,
primarily fmancial in natur, about economic entities that is intended tobe useful in making
economic decisions. Il

Informasi akuntansi ini dipergunakan oleh berbagai pihak, untuk berbagai keperluan.
Selain tergantung pada keputusan yang dibuat penggunaan metode pengambilan
keputusan, kapasitas pengguﬁa, dan informasi-informasi lain yang tersedia.

Dasar perhitungan PBB adalah informasi akuntansi. Walaupun memakai dasar
perhitungan yang sama, adé 'kemungk'inan perbedaan perhitungan pajak antara wajib
pajak dan fiskus. Perbedaan ini disebut (1) perbedaan permanen dan (2) perbedaan
waktu. Perbedaan pernanen adalah perbedaan pengakuan akuntansi dan pajak terhadap

pendapatan dan biaya-biaya tertentu, misal bunga deposito, pemakaian sendiri barang
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dagangan, biaya jabatan, tmjangan natura karyawan dan lain-lain. Sedangkan perbedaan

waktu adalah pengakuan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya antara akunansi dan

pajak. Schroeder (1987) menyitir hal ini sebagai berikut :
.... differences between this financial accounting income and taxable income may arise
becouse of (1) permanent differences and (2) timing differences. Permanent
differences arise becouse of federal economic policy or becouse congress may wish to
alleviate a provision of the tax code that falls too heavily upon one segment of the
economiy. Permanent differences may affect either financial accounting income or
taxable income, but not both. Where permanent difference exist, financial reporting
follows the tax treatment. Timing differences between taxable and financial
accounting income occur either becouse revenue is recognized in one period for
income tax purposes and in a different period for accounting purposes or becouse

expences are recognized in either an earlier or later period for accounting purposes
than for tax purposes. AU

1.5. Praktik Perpajakan PBB

Sejak akhir tahun 1993 Direktorat PBB memakai Sistem Manajemen Informasi Obyek
Pajak (SISMIOP) untuk menangani informasi tentang obyek pajak PBB. SISMIOP ini
menggantikan sistem rmcikan dan klasiran, sistem lama, untuk mendata obyek pajak
PBB. Perbedaan utama SISMIOP dengan sistim lama adalah penggunaan alat bantu
komputer untuk SISMIOP.

Sistem ini mengelompokkan obyek pajak dalam satu lokasi blok atau zone, Tanah di blok
atau zone yang sama akan berklasifikasi sama, artinya tidak ada perbedaan tarif PBB
untuk tanah/bumi per m2 antéra satu WP dengan WP lainnya di blok atau zone yang
sama. Sedangkan tarif PBB untuk bangunan dlam satu blok atau zone akan berbeda

tergantung jenis dan mutu bangunan masing-masing.

T o e e e et et g e
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Semua obyek pajak PBB yaitu tanah, baik yang bersubyek pajak atau tidak (absentee)
akan didaftar dalam SIMSIOP. SIMSIOP ini mengeliminasi setiap upaya penyelundupan |
pajak wajib pajak (rax-evasion) , sebab Wajib pajak tidak dapat menyembunyikan obyek

pajak PBB dari pendaftaran fiskus.

1.6. Praktik Perpajakan PBB lainnya

Penetapan Subyek pajak, penetapan obyek pajak, penetapan saat terhutangnya pajak,
perhitungan penetapan pajak, saat dan cara pelunasan pajak merupakan hal-hal penting
dalam praktik perpajakan. Bacian Pengawas Keuangan (BPK), (1991) selaku otorita
pengawasan tertinggi di Indox}esia menyebutkan hal-hal penting sebagai berikut : Dari
kegiatan-kegiatan tersebut yang banyak peluang kemungkinan terjadinya penyimpangan
atau ketidaktertiban adalah pa-dét. kegiatan pendataan dan penilaian, penetapan,
pemungutan dan penyetoran disamping pelaksanaan fungsi pelayanan PBB, seperti
pemberian pengurangan pajak terhutang.

Oleh karena PBB berjenis péjak obyektif, maka penetapan obyek PBB kita bahas
terlebih dahulu . Berdasarkan Undang-undang PBB, obyek PBB adalah bumi dan /atau
bangunan. Bangunan berarti semua bentuk konstruksi teknik, seperti bangunan rumah,
pagar, kolam renang, keramba dan lain sebagainya. Bumi berarti tempat untuk
meletakkan bangunan, meliputi ;idak hanya tanah darat , tetapi juga perairan.

Subyek PBB adalah mereka yang mendapatkan manfaat sosial —ekonomis dari

obyek PBB, tanpa memandang atas nama siapa hak kepemilikan atas tanah dan bangunan
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tersebut. Artinya pemilik ta;nah dan/atau bangunan obyek pajak PBB belum menjamin
yang bersangkutan adalah wp PBB.

Tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan merupakan cut-off saat terhutangnya
pajak PBB. Artinya kondisi tanah dan bangunan padaa tanggal tersebut menjadi dasar
perhitungan penetapan PBB pada tahun fiskal yang sama.

Saat pembayaran pokok PBB selambat-lambatnya 6 bulan setelah SPPT (Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang) terbit, dan biasanya sekitar akhir bulan Nopember tahun
yang bersangkutan. Bila pembayarannya terlambat maka ditambah denda sebesar dua
persen (2 %) perbulan dari pokok PBB. Maksimal denda pajak adalah 24 bulan atau 2

tahun, Pembayaran pokok dan ditambah denda PBB harus dibayar lunas sekaligus, tidak

‘boleh diangsur.

Penetapan pajak berdasa;:kan surat pemberitahuan obyek pajak (SPOP), diisi
sendiri oleh wp PBB. Kepada para wp PBB yang obyek pajaknya berubah diberi formulir
SPOP oleh fiskus. Tetapi tidak semua wp PBB yang obyek pajaknya berubah diberi
formulir SPOP pada tahun berubahnya kondisi obyek PBB, hal ini disebabkan oleh
luasnya area yang harus dikelola oleh aparat fisksus. Atas inisiatifoya sendiri wp PBB
juga diperbolehkan untuk mengathbil SPOP, mengisi dan kemudian menyerahkannya ke
fiskus. Kebiasaan praktik yang ada penetapan SPPT berdasarkan SPOP setahun
sebelumnya.

Penentuan luas tanah, luas .bangunan dan jenis bangunan adalah hak wp PBB,
walaupun demikian fiskus dapat mengoreksinya berdasarkan bukti-bukti sahih yang

diperoleh fiskus dari sumber lain. Sedangkan hak fiskus adalah menetapkan nilai jual
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obyek pajak (NJOP)-nya. Penefapaq NJOP berdasarkan informasi yang didapat dari
Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), aparat pemerintah daerah setempat, dan dari
kegiatan fiskus untuk mencari data tersebut ke lépangan. NJOP ditetapkan dari rata-rata
harga tanah dan bangunan di suatu blok atau zona daerah tertentu. Revisi NJOP olch
fiskus sekitar 2 tahun sekali.

Wajib pajak PBB dapat melunasi beban pajaknya ke Bank persepsi yang telah
ditunjuk, ke aparat fiskus di Kelurahan atau pemerintah daerah, atau langsung ke Kantor

Pelayanan PBB setempat.

1.7. Hukum dan Peraturan Perpajakan

Menurut Friedmaﬁ, (1984) suatu sistim hukum berunsur “structures”,
“substance” dan “legal culture”. Structures adalah aparatur yang menghasilkan
peraturan pg:rundang-undapgan dan keputusan-keputussan tersebut, yaitu badan
legisl;ative, eksekutif dan yudikatif. Substance adalah apa yang dihasilkan oleh snatu
sistim hukum dalam bentuk Undang-undang Dasar, Undang-undang dan peraturan serta
keputusan-keputusaan pengadila‘m. Sedangkan legal culture adalah pandangan orang-
orang atau masyarakat terhadap hukum tersebut dan bagaimana fungsi hukum itu dalam
kehidupan sehari-hari.

Jika sistim hukum diumpamakan sebagai suatu pabrik, maka Friedman menyebut
structures adalah mesin yang menghééﬂkéil; substance sebagai produk yang dihasilkan,
sedang legal culture adalah orang-orang yang mengoperasikan mesin, yang mengetahui

kapan mesin perlu dihidupkan atau dimatikan. Legal structure ini memegang peranan
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penting untuk dapat mengaralﬂcé.n berkembangnya sistim hukum, karena ia berkenan
dengan hal bagaimana persepsi, _nﬂai-h}]ai, idea dan pengharapan masyarakat terhadap
hukum.

Suatu substances hukum, termasuk hukum pajak , berutilitas karena ia
berkarakteristik (1) adanya kepastian hukum (rechssicherheit) ; (2) Kemanfaatan
(zweckassigheit) ; dan (3) keadilan (gerechtigheit).

Hukum pajak yang juga sering disebut hukum fiscal adalah suatu kumpulan
peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak
dengan rakyat sebagai pembayar paj'ak.. Hukum pajak ada dua : (1) hukum pajak material
dan (2) hukum pajak formil . Hukum pajak material adalah jiﬁa suatu hukum/perundang-
undangan yang mengikat para pelaku hukum, baik disebutkan secara cksplisit ataupun
tidak. Contoh hukum pajak material fdalam UUD 1945) disebutkan :Segala pajak untuk
keperluan negara berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dalam memori penjelasannya
disebutkan : betapa cartanya rakyat, sebagai bangsa, akan hidup dan dari mana
didapatnya belanja untuk hidup, hafus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan
perantaraan Dewan Perwakilan R;kyat.'

Pengakuan ini menyatakan bahwa pembangunan negara dari, oleh dan untuk rakyat
Indonesia melalui pajak. Pajak berdasarkan hukum dan seluruh warga negara Indonesia
adalah wajib pajak.

Hukum pajak formil adalah | hukumyperaturan formil yang menjelaskan siapa
(subyek), apa (obyek), berépa besar,bagaimana dan kapan suatu pelaksanaan penetapan,

pengenaan dan penagihan pajak. Undang-undang nomor 12 tahun 2000 merupakaqn



salah satu contoh hukum pajak formil. Dalam undang-undang tersebut adalah aturan
hukum yang menetapkan siapa, ai)a, bagaimana dan kapan sescorang atau suatu tindakan
menjadi subyek/obyek pajak (terténtu). Bila seseorang atau suatu tindakan belum diatur
dalam aturan hukum pajak formil tersebut maka ;ia atau tindakan tersebut bukan
subyek/obyek pajak (diperkecualSil;e;l éé:gagi subyek/obyek pajak), walaupun secara
material (menurut UUD pasal 23 (2) ia atau tindakan tersebut adalah subyek/obyek

pajak.

2. Penelitian Terdahulu
Penelitian tentang PBB masih sedikit, antara lain :

(1) Roy Kelly (1993), Penelitian PBB Kelly bersifat deskriptif dan memakai
pendekatan ekonomi makro dan pembangunan. Pengelolaan data Kelly sedemikian rupa
sehingga mer_upakan input yang penting bagi kebijakém ekonomi pembangunan,

(2) Guritno Mangkoesoebroto (1987), Penelitian Guritno menyatakan bahwa
penerimaan PBB masih kecil, terﬁtama bila dibandingkan dengan penerimaan pajak lain.

(3) Bambang Suhardito dan Bambang Sudibyo (1996), meneliti faktor-faktor
tax-payer dan pengaruhnya terhadap keberhasilan perpajakaﬁ, penelitian ini melaporkan
bahwa : 1) Faktor-faktor yang ltélah terbukti berpengaruh terhadap keberhasilan
penerimaan PBB di Kota Surabaya adalah kesadaran perpajakan WP, rasio beban PBB
dibandingkan dengan pendapatan WP, sikap WP terhadap prioritas pembangunan
pemerintah, dan fax-avoidance WP. Sedangkan faktor-faktor yang melekat pada WP

sisanya telah terbukti tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. 2)

e I T S b £ e S e T 1 g e
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Untuk WP PBB Wiraswasta, faktor-faktor yang telah terbukti berpengaruh terhadap
keberhasilan penerimaan PBB a_dalah. faktor-faktor kesadaran perpajakan WP, rasio
beban PBB dibandingkan pendapa;;:an WP, rasio beda hitung permanent difference, sikap
WP terhadap pembangunan pemerintah. Sedangkan fakfor-faktor yang melekat pada WP
sisanya telah terbukti tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. 3)
Untuk WP Nir-wiraswasta faktor-fai(tor yang telah terbukti berpengaruh terhadap
keberhasilan poenerimaan PBB adalah faktor-faktor kesadaran perpajakan WP, rasio
beban PBB dibandingkaﬂ dengap pendapatan WP, sikap WP terhadap perioritas
pembangunan pemerintah, pendapat WP tentang pelaksanaan denda PBB, tax-avoidance
WP, Pendidikan WP dan lama tinggal WP di lokasi objek pajak PBB. Sedangkan faktor-
faktor yang melekat pada WP sisanya telah terbukti tidak berpengaruh terhadap
keberhasilan penerimaan PBB.

(4) Suparmi (1986:13;2-135), dalam penelitian yang berjudul “Dampak
penggantian Ipeda dengan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan pemerintah
dan beban wajib pajak ( Kasus Kabupaten Bojolali) menyimpulkan sebagai berikut : 1)
Penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat I meningkatkan rata-rata 10
%, sedangkan untuk daerah tingkat 1 tei:_ié;ii penurunan sebesar 7,63 % setelah adanya
penggantian Ipeda ke PBB. 2) Dengap dilaksanakannya Undang-undang Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) terjadi penurunaﬁ tarif khususnya pada tanah-tanah pertanian jika
dibandingkan dengan Ipeda. Sehhgga menyebabkan turunnya penerimaan daerah tingkat
II Bojolali pada tahun 1985/86.l Jlka dibandingkan dengan penerimaan yang dipungut

menurut ketentuan pemerintah tentang Ipeda. 3) Bagian penerimaan dari PBB pada
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daerah tingkat II Bojolali sebesar 64,8 % dari seluruh penerimaan yang bersumber dari
PBB di daerah yang bcrsangkutan. Sedangkan pada penerimaan yang dipungut
berdasarkan Ipeda , hasil pungptan seluruhnya menjadi hak daerah tﬁlgkat II yang
bersangkutan. 4) Pelimpahan kewenangan dalam pemungutan PBB sesuai dengan
keputusan Menteri Keuangan non";oi‘ J1007/KMK.04/1985 tanggal 28 Desember 1985
yaitu menjadi tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan / atan
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.  (5) Diana Betris ( 1991:46-47),
dalam penelitiannya yang berjudul “ Perkembangan dan realisasi pajak bumi dan
bangunan di daerah tingkat II Kotamadya Palangka Raya” menyimpulkan bahwa : 1)
Penerimaan daerah yang bersumber d;ri pajak bumi dan bangunan secara rata-rata dapat
memenuhi target yang telah dit;:tapkﬁn dalam tahun anggaran yang bersangkutan. 2)
Realisasi penerimean dari Pajak Bumi dan Bangunan mengalami fluktuasi dan
menunjukkan peranannya yang semakin meningkat yaitu tahun 1985/1986 sebesar 10,40
% hingga tahun 1988/1989 mencapai 22,47 %.

Hubungan penelitian ini denéan penelitian sebelumnya adalah reflikasi dari
penelitian Bambang Suhardito dan Bambang Sudibyo (1996), dengan beberapa
perubahan dan penambahan sebagi berikut : 1) Variabel kesadaran bernegara dan
variabel kesadaran perpajakan wajib pajak pada penelitian Suhardito digabung menjadi
satu variabel dalam penelitian ini yaitu kesadaran perpajakan, oleh karena kesadaran
perpajakan sudah termasuk didalam kesadaran bernegara. 2) Peneltian ini tidak
membedakan wajib pajak wiraswasta dan nirwiraswasta, sehingga variabel fax Avoidance

(untung rugi menunda pajak) yang sering dihitung wajib pajak wiraswasta tidak
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dimasukkan. 3) Peneltian ini menambahkan satu variabel yang belum diteliti sebelumnya
yaitu sikap wajib pajak terhadap,pelayanan fiskus. Variabel ini penting untuk dianalisa
karena menyangkut kinerja aparat perpajakan, 4) Alat analisa yang digunakan Suhardito
adalah Chi-Square , sementara penelitian jni menggunakan alat analisa regresi berganda,
karena disamping ingin menganalisa pengaruh masing-masing vaﬁabel independen
terhadap variabel dependen juga ingin mengetahui pengaruh variabel independen secara
bersama-sama. 5) Pada penelitian ini telah dikemukakan suatu model penelitian

perpajakan PBB.

3. Kerangka Pemikiran teoritis
Kerangka pemikiran teoritis untuk menguji hubungan faktor-faktor yang melekat

pada wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB, dapat dijelaskan sbb :

Gambar. 1
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR YANG MELEKAT PADA WAJIB PAJAK
TERHADAP TINGKAT KEBERHASILAN PENERIMAAN PBB

Faktor-faktor yang Keber!lasilan

melekat pada Wajib Penerimaan
pajak > PBB

Var. bebas K Var. terikat

Dari hubungan tersebut dapat dinotasikan dalam model penelitian sebagai berikut :
Y=0b0 + biIX1+ b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5XS5 + b6X6 + b7X7 + b8XS8 + b9X9 +

B10X10 + b11X11 +e.
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Atau Y=f(X1,X2,X3......... X1 +e

Keterangan :

1.  Kesadaran Perpajakan WP

2. Rasio beban PBB dibandingkan pendapatan WP.

3. Rasio beda hitung pefmanent — difference

4. Sikap WP terhadap perioritas‘ pembangunan daerah
5.  Pendapat WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB
6.  Pendapat WP bahwa penghindaran PBB telah umum
7.  Pendapat WP terhadap berat tidaknya beban PBB

8.  Pendidikan WP

9.  Lama tinggal Wp di lokasi- WP

10. Status tanah/rumah WP

11. Pendapat WP terhadap pelayanan fiskus.

Y = Collection Rate

4. Perumusan Hipotesis

Dari latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, tinjauan pustaka, dan

tujuan penelitian maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bahwa faktor-faktor yang melekat..pada wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat

keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

| UPT-PUSTAK- TNJIR!







BAB I

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sumber Data

Data berkarakteristik primer ‘dan sekunder. Data sekunder adalah ketetapan dan
pelunasan PBB tahun 1996 --2000 dari sampel wajib pajak terpilih. Data sekunder ini
diperoleh dari Kanto; | Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Bengkulu.
Perhitungan data ini menghasﬂkan- informasi variabel terikat yaitu tingkat keberhasilan
penerimaan pajak PBB. Data sekunder lamnya yaitu beban PBB dan Nilai Jual Obyek
Pajak (NJOP) menurut fiskus.
Data primer berasal dari jawaban résponden antara lain faktor-faktor disposable income,
tingkat pendidikan, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) menururt responden, lama tinggal
WP dan faktor-faktor yang melekat pada WP lainnya, yang nantinya merupakan

variabel bebas berjumlah 11 variabel.
2. Populasi dan Prosedur Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yaitu wajib pajak PBB di Kota Bengkulu yang
terdaftar dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), juga disebut buku induk

berjumlah 54.585 wajib pajak PBB. Prosedur penentuan sampel dengan menggunakan

mmus:n=———m——— .............................................................. (1)



27

2
p=5
4

( Babbie,Earl, 1983, dalam Bambang Suhardito dan Bambang Sudibyo,1996)

dimana :n = jumlah sampel yang diinginkan

N = populasi
p = olehkarena proporsi awal tidak diketahui maka untuk meminimumkan
risiko sampling error dipakai p = 0,5

g = (1-p)=05

=
It

Bound of error atau kelonggaran kesalahan diperkirakan ber inferval

range tidak lebih dari 10 % atau 0,1.

D = (0,1 ¥0,1):4=0,0025.

Perhitungan ini menghasilkan n = 99,78 WP, dibulatkan n = 100 Wajib pajak.
Sesuai dengan saran peneliti sebelumnya (Bambang Suhardito dan Bambang Sudibyo,
1996), maka sampel ditambah 2.'5% dari perhitungan Babbie (rumus 1) tersebut,
sehingga menjadi 125 WP. Setelah diketemukan »=125 WP, maka selanjutnya
ditentukan sampel per kecamatan dengan metode stratifikasi secara proporsional.
Setelah diketahui sampel perkecarhatan, maka untuk menentukan responden terpitih,

digunakan metode pengambilan sampel acak sederhana (dilakukan dengan cara undian).

Untuk mengetahui sample terpilih perkecamatan, dapat dilihat tabel berikut ini :
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Tabel No. 04 :

| PENENTUAN SAMPEL per-KECAMATAN KAB./KOTA BENGKULU

No. | Kecamatan Populasi | Proposional Sampel
“ (wp) perkecamatan
1 Teluk Segara 7.956 . |(7.956:54585)x 125 |18

2 | Gading Cempaka | 29.505 | (29.505:54585)x125 | 68

| 3 Muara Bangkahulu | 5.823 | (5.823:54.585)x125 {13

4 Selebar 11.301 . | (11.301:54.585)x125 | 26

Jumlah 54585 125

Sumber : Resume (ringkasan) hasil perhitungsan

Metode Pengumpulan Data .
Data sekunder dapat diambil langsung di KPPBB Bengkulu. Sedangkan data primer

menggunakan alat komunikasi berﬁpa kuesioner. Modus komunikasi dan pengumpulan

data primer seperti ini adalah kunjungan (visite). Metode pengumpuian data dengan

| kunjungan (visite) ini dapat rﬁenjamin tingkat pengembalian quesioner dan dapat
menjelaskan langsung pada responden apabila ada item-item pertanyaan yang kurang
jelas, dengan tidak memiaeri arahan pilihan jawaban pada responden. Dan oleh karena
itulah uji non respond bias tidak dperlukan.

Suatu instrumen tidak dapat langsung digunakan sebelum melalui alat uji yang

disebut reliability dan validity.
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3.1. Uji Keandalan ( Reliability )

Apabila suatu alat ukur memberikan hasil ukur yang stabil, maka disebut alat
ukur itu andal ( reliability). Hasil ukur itu diterjemahkan dengan koefisien keandalan
yaitu derajat kemampuan alat ukur untuk mengukur perbedaan-perbedaan individu yang
ada. Keandalan itu perlu, sebz;.b data yang tidak andal atau bias tidak dapat diolah lebih
lanjut karena akan menghasilkan kesimpulan yang bias. Bambang sudibyo dalam
Bambang Suhardito (1996) menjelaskap dengan baik tentang keandalan dan alat ukur
sebagai berikut ;: Reliability is defined as the degree to which a measurement instrument
supplies consisten result ( Emory, 1976). A Reliability coefficient demonstrates whether
the investigator was correct in expecting the items to yield intgrpretable statements about
individual differences  (Cronbach, 1951). The coefficient is an index of the accuracy
of the score obtained, |

Variabel terikat tingkat keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan
ketetapan PBB merupakan data sekunder, dan berasal dari Daftar Himpunan Ketetapan
Pajak (DHKP) dan laporan Bank t'entang bukti pelunasan pajak di KP PBB Bengkulu.
Oleh karena itu tidak ada uji keandalan dan kesahihan data sekunder tersebut. Walaupun
demikian penulis telah mengadakan observasi dan mereview sistem administrasi kantor
PBB seperlunya, dan dapat dik.ataka.n bahwa sistem tersebut telah dilaksanakan dengan
baik, walaupun natinya ada bé:berap‘a saran perbaikan. Artinya data sekunder ini sahih

dan andal.
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3.2. Uji Validity-

Kesahihan (validity) suatu alat ukur ialah kemampuan alat ukur itu untuk
mengukur apa yang sebenamya harus diukur, atau dengan perkataan lain alat
ukur dapat mengukur indikator-indikator suatu obyek pengukuran. Kesahihan itu
perlu sebab prosesing' data yang tidak sahih atau bias akan menghasilkan
kesimpulan bukan dari obyek pengukuran.

Untuk melihat apakah instrumen tersebut valid maka dilakukan uji validitas
dengan cara mengkor.elasikan antara sekor masing-masing butir pertanyaan
terhadap total sekor. Aﬁabila korelasi antara sekor masing-masing butir terhadap
total sekor tersebut significant, maka data tersebut dinyatakan valid.

Khusus data prilrié; w;l'a:upun kuesioner yang digunakan merupakan
pepyederhanaan dari kuesipner peneliti sebelumnya ( Bambang Suhardito dan
Bambang Sudibyo, 1996) , namun masih perlu diuji Reliabilitas dan
Validitasnya. Kedua jS kualitas data tersebut diatas akan dibahas lebih rinci

pada Bab V.

4. Definisi Operasioanal Variabel dan Identifikasi Variabel
4.1. Definisi Operasional
Definisi operasional yang digunékan dalam penelitian ini, yaitu tentang konsep

dari variabel — variabel penelitiannya adalah sebagai berikut:
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WP perbulan ini memakai dasar pendapatan WP rata-rata perbulan pada tahun

2000.Hasil perhitungan ini diasumsikan sebagai rerata rasio selama lima tahun.

. Beban PBB adalah penetapan pajak tahunan PBB oleh fiskus.

Pendapatan WP adalah disposable income rata-rata perbulan, yang berelemen
belanja untuk pangan, papan/rumah, transportasi, pendidikan, listrik, PDAM (air

bersih), telpon dan tabungan.

. Permanent-Difference adalah rasio antara perbedaan perhitungan NJOP Fiskus

dengan NJOP WP, dibandingkan dengan perhitungan NJOP Fiskus, untuk tahun
2000. Rasio tahun 2000 ini diasumsikan sebagai rerata rasio permanent- difference

selama tahun 1996 — 2000.

. Sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah adalah sikap atau konstelasi

komponen yang berinter aksi antara pemahaman, perasaan dan perilaku terhadap
makna dan fungsi prioritas pembangunan infra struktur oleh pemerintah daerah.

Variabel ini skornya berskala ordinal.

10. Pendapat WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB adalah pandangan responden

1.

tentang pelaksanaan sanksi denda PBB terhadap responden sendiri dan orang lain
disekitar responden. Vari'abel ini skornya juga bersekala ordinal.

Pendapat WP bahwa penghindamﬁ PBB telah umum adalah pandangan responden
tentang telah umum atau tidaknya penghindaran pajak PBB di masyarakat sekitar

responden. Variabel ini skofri'j‘,rajuga bersekala ordinal.



12. Pendapat WP terhadap beratﬁtidakn)\(a beban PBB adalah pendapat WP terhadap
berat tidaknya beban PBB tahun ﬁécal 2000. Variabel ini skornya juga berskala
ordinal. |

13. Variabe! pendidikan adélah variabel kategorial berjenjang, dari tingkat tidak
sekolah sampai dengan pendidikan S3.

14. Lama tinggal WP di lokasi obyek pajak PBB adalah data dalam tahun yang

berjenjang : kurang dari 2 tahun, dua tahun sampai dengan 4 tahun, empat tahun

sampai dengan 6 tahun dan lebih dari 6 tahun.
15. Status tanah/bangunah berkategori lima yaitu Kontrak/Sewa; Hak Guna Usaha;
Hak Guna Bangunan; Hak Milik; dan lainnya.

16. Sikap WP terhadap pelayanén fiskus adalah sikap atau konstelasi komponen

kognitif, afektif.dan konatif yang berinteraksi dalam merasakan bagaimana

pelayanan fiskus yang sesungguhnya terjadi.

4.2. Identifikasi Variabel
Ada 11 (sebelas) variabel bebas dan 1 (éatu) variabel terikat.
Tabel nomor 05 berikut ini meéngidentifikasi variabel — variabel penelitian sebagai

berikut ;




Tabel Nomor 05

IDENTIFIKASI VARIABEL — VARIABEL PENELITIAN DAN ANALISIS

STATISTIKNYA
No. Nama Variabel Proksi Skala Sumber Uji Statistik
Data
A Variabel Terikat
01 | Tingkat Keberhasilan |Pembayaran Rasio KPPBB |-Analisis Statistik Deskriptif
penerimaan PBB PBB per o -Asumsi klasik
Ketetapan PBB -Uji Mahal.Distance
-Regresi
B |Variabel Bebas
01 |Kesadaran Perpajakan | Kognitif, Ordinal Kuesioner |Uji Analisis Reliability dan
WP Afektif dan Validity.
Konatif Analisis Deskriptif
Uji Mahal.Distance
Uji Asumsi klasik
_ Uji Analisis Regresi
02 [Rasio beban PBB Ketetapan PBB |Rasio KPPBB |Analisis Statistik Deskriptif
dibandingkan per Pendapatan dan Uji Mahal.Distance
pendapatan WP WP " Kuesioner jUji Asumsi klasik
A Uji Analisis Regresi
03 |Beda Perhitungan (NJOPF — Rasio KPPBB |Analisis Statistik Deskriptif
Permanent Difference |NJOPR)/NJOP dan Uji Mahal.Distance
F Kuesioner |Uji Asumsi klasik
Uji Analisis Regresi
04 | Sikap WP terhadap Kognitif, Ordinal Kuesioner |Uji Analisis Reliability dan
Prioritas Pembangunan | Afektif dan Validity
Daerah Konatif Statistik deskriptif
Uji Mahal Distance
Uji Asumsi klasik
. Uji Analisis Regresi
05 |Pendapat wp terhadap |Kognitif, * 1Ordinal Kuesioner |Uji Analisis Reliability dan
sanksi denda PBB Afektif dan Validity
Konatif Statistik Deskriptif
Uji Mahal Distance
Uji Asumsi klasik
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Uji Analisis Regresi

06

Pendapat WP bahwa
Penghindaran PBB
telah Umum

Kognitif ,
Afelaif
Konatif

Ordinal

Kuesioner

Analisis Reliability dan
Validity

Statistik Deskriptif

Uji Mahal Distance

Uji Asumsi klasik

Uji Analisis Regresi

07

Pendapat WP terhadap
berat tidaknya beban
PBB

Kognitif dan
Afektif
Konatif

Ordinal

Kuesioner

Uji Reliability dan validity
Statistik Deskriptif

Uji Mahal.Distance

Uji Asumsi klasik

‘| Analisis regresi

08

Pendidikan WP

Jenjang

pendidikan B

_1Cacah

transformasi
dari
kategorial

Kuesioner

Uji Mahal Distance
Statistik Deskriptif
Uji Asumsi klasik
Analisis Regresi

09

Lama tinggal WP
dilokasi obyek pajak
PBB

Lama tinggal

Nominal

Kuesioner

Uji Mahal.Distance
Statistik Deskriptif
Uji Asumsi klasik
Analisis Regresi

10

Status Rumah WP

'| Status rumah.

Ordinal/

| Katagorial

Kuesioner

Uji Mahal Distance
Statistik Deskriptif
Uji Asumsi klasik
Analisis Regresi

11

Pendapat WP terhadap
pelayanan fiskus

Kognitif dan
Afektif

1 Ordinal

Kuesioner

Uji Reliability dan Validity
Statistik Deskriptif

Uji Mahal.Distance

Uji Asumsi klasik

Analisis Regresi

Sumber : Ringkasan (summary).
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5. Teknis Analisis Data

Data dianalisis dengan regresi linear dengan langkah-langkah pengolahan sebagai berikut :

Data primer dan data sekunder , variabel demi variabel ditabulasikan dengan menggunakan
komputer program Microsoft Ekcel.
Variabel-variabel bebas yang berlskala ordinal ialah kesadaaran perpajakan , sikap wp
terhadap prioritas pembangunan Daerah, pendapat wp tentang pelaksanaan sanksi denda PBB,
pendapat wp bahwa penghindaran PBB felah umum, pendapat wp terhadap berat tidaknya
beban PBB, dan pendapat ‘wajib pajak terhadap pelayanan fiskus. Serta variabel-variabel
bebas penelitian berskala rasio, dalam hal ini variabel-variabel : Tingkat keberhasilan
penerimaan PBB, Rasio beban PBB 'dibandingkan pendapatan wp, Beda perhitungan
permanent difference. Juga variabel yang berskala nominal ,cacah/kategorial, dalam hal ini
variabel-variabel : Pendidikan wajib pajak, lama tinggal wajib pajak, dan status tanah/rumah
wajib pajak , keseluruhannya ditabulasikan.

Oleh karena skala pengukuran yang berbeda maka nilai (score) harus di
standardized, (kecuali variabel yang sudah berskala rasio) , menjadi sekala interval . Karena
variabel yang bersekala rasio tidak ada pembatasan terhadap alat uji statistik. Kalau sekala
interval dan rasio digabung , variabelnya disebut variabel metrik. (Imam Ghozali,2001), dan
analisa regresi dapat dilakukan. Langkah tersebut sesuai pula buku petunjuk atau guide dari (
Frank M. Andrews Cs, 1981). Setelah itu diadakan uji Mahalanobis distance, uji Reliability ,
uji Validity, uji asumsi klasik ( Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, Autokorelasi,

Normalitas dan Linearitas ) dan yji hipotesis.






BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Responden

Propinsi Bengkulu memiliki luas wilayah 19.788,7 km2 dan jumiah
penduduk sebanyak 1.527.721 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 3,63 %. Tingkat
kesejahteraan penduduk propinsi bengkulu pada tahun 1999 berdasarkan nilai
nominal Pendapatan Domistik Regional Brutto (PDRB) perkapita sebesar 2,56 juta
rupiah mengalami peningkatan sebesar 6,74 % dibandingkan dengan tahun 1998
sebesar 2,40 juta rupiah. |

Kinerja perekonomian Propinsi Bengkulu tahun 1999 relatif bergerak naik
secara perlahan menuju kearah j)e;_rlulihan yang. ditunjukkan oleh total PDRB atas
dasar harga konstan mencapai 1,66 triliun rupiah. Secara riil terjadinya peningkatan
kinerja perckonomian tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai
angka 1,61 %. Angka pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang
mengalami kontraksi hingga minus 6,2;] %. Pada tahun 1999 struktur perekonomian
masih tetap didominasi oleh sektor petanian‘yait:u sebesar 37,83 % yang diikuti oleh
sektor perdagangan 17,72 %, jasa-jasa 14,38 %, pengangkutan dan komunikasi 14,20
% serta sektor lainnya 15,87 %.

Kota Bengkulu merupakallﬁ ‘salah satu daerah tingkat II di Propinsi Bengkulu,
dengan luas wilayah-144,52 km? atau (0,73 % dari luas Propinsi Bengkulu), dengan
penduduk 310.800 jiwa, kepadatan 2.151 per km?. Ikliny/suhu minimum 24,50

celcius, maksimum 30,55 celcius.
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Oleh karena penelitian ini mengarah kepada perpajakan khususnya PBB,
maka data yang disajikan gambaran umum responden ini lebih banyak tentang

perpajakan.

Tabel nomor (6
LUAS TANAH YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PBB MENURUT
SEKTOR DI KOTA BENGKULU TAHUN 2000,

Nomor - Sektor Jumlah (Ha)
1 Pedesaan -
2 Perkotaan 5.586,5
3 . Perkebunan -
4 Kehutanan - -
5 Pertambangan 14.506,19
Total | 20.093,4

Sumber : Kantor Pelayanan PBB Bengkulu

1.1. Beban Pajak rata-rata

Seperti telah diuraikan dimuka bahwa. responden atau populasi penelitian ini adalah
wajib pajak di Kota Bengkulu yang berjumlah 54.585 wp. , yang diwakili oleh 125
responden terpilih. Responden tersebar di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Teluk
Segara, Gading Cempaka, Muara Bangkahulu dan Selebar. Ketetapan PBBnya
sebesar Rp.1.435.444.278,- , .sehinggé. rata-rata ketetapan PBB per wp adalah
sebesaar Rp.26.297,41. |

Untuk lebih jelasnya Lihat tabel berikut ini :
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, Tabel Nomor 07
JUMLAH WAJIB PAJAK DAN KETETAPAN PAJAK TERHUTANG
Per KECAMATAN di KOTA BENGKULU

Nomor Kecamatan Wp Pajak Terhutang Rata-Rata
(Rp) (Rp)

1 | Teluk Segara 7.956 191.878.855 24.117,50

2 | Gading Cempaka 29.505 991.426.999 33.601,99

3 | Muara Bangkahulu | 5.823 54.493.665 9.358,35

4 | Selebar 11,301 197.644.759 17.489,14

Jumlah 54.585 1.435.444.278 26.297,41

Sumber : Dinas Pendépatan Daerah Pemerintah Kota Bengkulu (Juni 2001)

1.2. Colléction Rate
Kalau dilihat tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dalam kurun waktu
1997/1998 s.d. 2000 rata-rata col_Iection rate 56,19 %, untuk lebih jelasnya lihat
tabel berikut ini :
Tabel nomor 08

COLLECTION RATE KOTA BENGKULU DARI TAHUN 1997/1998 S.D. 2000

Pokok ketetapan Realisasi Prosentase
No Tahun PBB (Rp.000) (%)
_ (Rp.000)
1 1997/1998 705.458 427.059 60,54
2 1998/1999 744.765 464.400 62,36
3 1999/2000 793.575 472.961 59,60
4 2000 1.214.071 513.119 42,26

Sumber : Kantor Pelayanan PBB Bengkulu

1.3. Tunggakan PBB

Berdasarkan laporan bulan Juni 2000 rata-rata tunggakan PBB sebesar Rp
212.594,40 pertahun dalam kurun waktu 1996 s.d. 2000, untuk jelasnya dapat

dilihat tabel berikut ini :



LAPORAN TUNGGAKAN PBB KANTOR PELAYANAN PBB

Tabel Nomor (9
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(SEKTOR PERKOTAAN) DI BENGKULU = TAHUN 1996 S.D. 2000 (RP.000)

Nomor Tahun Sisa Tunggakan Rata-rata
1 1996 257.354
2 1997 268.398
3 1998 259.253
4 1999 245.438
5 2000 325.290 -
1.355.733 212.594,40

Sumber : Data diolah dari Kantor Pelaydnan PBB Bengkulu

2. Profile Responden

Untuk melihat profil responden daf)at dilihat dari hasil pengolahan data mengenai

statistik deskriptif sbb. :
Tabe Nomor 10
"STATISTIK DESKRIPTIF
Descriptive Statistics

Minimum Maximum Mean Std. Deviation
X1 125 © 23,3509 38,0503 31,701216 2,984930
X2 125 001216260163 ,211200000000 2,59743191E-02 3,3086175E-02
X3 125 | -980198019802 351600897384 | -,19599092002888 | ,23812429091392
X4 125 i214905 25,2232 19,313458 2,337310
x5 125 4,0000 13,2430 9,936891 2,149671
)G 125 6,1816 16,7020 12,466479 2,217549
X7 125 1,884 6,475 3,76686 ,85482
X8 125 1,84583 8,47500 3,8438079 ,8531019
X9 125 1,0000 3,7301 3,397788 652573
X10 125 1 3 2,82 81
X11 125 11,153 20,703 16,35517 1,96632
Y 125 ,222921718771 | 1,000000000000 ,78075349682194 | ,18503342615977
Valid N (listwise) 125

Sumber : Ouput SPSS ( standardized).

Ada beberapa variabel yang perlu dijelaskan dalam statistik deskriptif yaitu :

o R s e e e = ey L e
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2.5. Lama Tinggal Wajib Pajak
Rata-rata responden wajib pajak telah bertempat tinggal selama lebih dari 6 tahun, (
dalam analisa deskriptif mean= 3,39 ) untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini :

- Tabel Nomor 12
LAMA TINGGAL WAIJIB PAJAK

Nomor Lama Tinggal Jumlah
1 Kurang dari 2 tahun 7
2 2 tahun s.d. 4 tahun ' 12
3 4 tahun s.d. 6 tahun 22
4 Lebih dari 6 tahun . 84
Jumlah ‘ 125

Sumber : Jawaban Responden .

2.6. Pendapat an wp
Untuk mengetahui pendapatan wajib pajak dijaring lewat pertanyaan disposable
income berapa belanja (pengeluaran ) perbulan. Dari data yang diterima rata-rata

pendapatan perbulan responden (wajib pajak) sebesar Rp.2.177.828,-

2.7. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)
Menurut responden Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah/bangunan tempat tingggal

rata-rata sebesar Rp.65.040.000,-,' senentara menurut fiskus rata-rata NJOP sebesar

Rp.56.315.040,-

v g

e e S e R
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2.8. Collection-Rate

Untuk mengetahui collection rate responden dengan jalan membandingkan realisasi
pembayaran PBB selama 5 tahun (i996 s.d. 2000) dengan ketetapan PBB selama 5
tahun (1996 s.d. 2000). Rata-fata collection rate responden adalah 0,7807534.
Untuk jelasnya lihat tabel berikut ini :

~Tabel nomor 13
COLLECTION RATE RESPONDEN TAHUN 1996-2000

Nomor Keterangan Jumlah (Rp) Rata-rata resp. | %

1 Ketetapan 29.741.634,00 | 237.933,072
PBB ' _

2 Realisasi PBB | 22.523.587,00 | 180.188.-

3 Collection - - 0,7807534
Rate

Sumber : Kantor Pelayanan PBB Bengkulu

3. Uji Outlier

Untuk melihat apakah ada atau tidak jawaban responden yang out lier, maka
diuji dengan Mahalanobis distarice.. Ternyata dari uji ini dari 125 responden, ada 6
responden yang terpaksa tidak dilkutkan dalam analisa selanjutnya yaitu nomor
responden : 31, 32, 53, 62, 63, 88 , sehingga responden yang diikut sertakan dalam

perhitungan sebanyak 119.



4. Uji Kualitas Data

4.1. Uji Reliability

Tabel No. 14

HASIL, CRONBACH-ALPHA MASING-MASING VARIABEL

notasi Nama Variabel Butir | Alpha | Keterangan

Variabel

(X1) Kesadaran Perpajakan 10 0,8926 Andal

X4 Sikap wp terhadap pem- 6 0,8467 Andal
bangunan daerah

(X5) Pendapat wp terhadap 4 0,7862 Andal
sanksi denda

(X6) Pendapat wp tentang- - 5 0,8355 Andal
penghindaran PBB telah
umum

(X11) Pendapat wp terhadap 5 0,8495 Andal
pelayanan fiskus

Sumber : Output SPSS (lampiran 9 s.d.13)

Dari tabel tersebut masing-masing variabel mempunyai cronbach-alpha > 0,70 maka

menurut (Nunnally,1994) pengujian menunjukkan bahwa instrumen cukup andal.

4.2. Uji Validity

Kesahihan (validity) sﬂatu alat ukur ialah kemampuan alat ukur itu untuk
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mengukur apa yang sebenarnya harus diukur, atau dengan perkataan lain alat ukur

dapat mengukur indikator-indikator suatu obyek pengukuran. Kesahihan itu perlu

sebab prosesing data yang tidak sahih atau bias akan menghasilkan kesimpulan

bukan dari obyek pengukuran.

Untuk melihat apakah instrumen tersebut valid atau tidak maka dilihat tingkat

signifikansi korelasi antar sekor terhadap total sekor.

Untuk itu perhatikan tabel berikut ini :

frrm e gt e s e



Tabel No. 15
HASIL UJI VALIDITAS
No. Variabel Item Interval korelasi
1 Kes.Perpajakan 10 0,580-0,815
2 Sikap wp terhadap pembangunan 6 0,674-0,824
daerah
3 Pendapat wp terhadap sanksi 4 0,695-0,838
denda
4 Pendapat wp terhadap pelayanan 5 0,680-0,892
fiskus
5 Pendapat wp tentang penghindaran
PBB telah umum 5 0,687-0,863

Sumber : Output SPSS (lampiraﬁ 45.d.8)

Dari masing-masing variabel yang perlu diuji tersebut diatas berarti

kesemuanya menunjukkan korelasi positif pada tingkat signifikansi 0,01 dan 0,05

dengan demikian data tersebut valid.

S. Uji Asumsi Klasik

5.1. Uji Autokorelasi

Uji outokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentn dan periode

sebelunya. Uji ini menggunakan Uji Durbin-Watson (DW Test)

Hasil Out put SPSS (lampiran 1) menunjukkan seperti tabel nomor 16 berikut ini :

" Model Summary

Tabel Nomor 16
OUTPUT SPSS DURBIN-WATSON (DW)

Adjusted Std. Error of the | Durbin-W
Model R R Square | R Square Estimate atson
i ,950° 803 ,593 5,7655986E-02 1,756

a. Predictors: (Constanf), X11, X7, X2, X9, X6, X5, X3, X1, X8, X4, X10
b. Dependent Variable: Y
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Pengambilan keputusan apakah ada atau tidaknya autokorelasi dengan
ketentuan : Apabila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-
du), maka koefisien aqtokoréiasi=0, berarti tidak ada autokorelasi, (Imam
Ghozali,2001). Dari output SPSS nilai DW=1,756 dimana nilai du untuk n=119 dan
k=11 adalah 1,72 dan (4-du) = 2,28. Sehingga nilai DW=1,756 tersebut terletak

antara 1,72 dan 2,28 ¥ dengan kata lain tidak terdapat outokorelasi.

5.2. Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk menguji model regresi apakah ada atau tidak korelasi
antar variabel bebas. Menurut __Imam Ghozali (2001), jika antar variabel bebas ada
korelasi yang cukukp tinggi (mnﬁmnya diatas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi
adanya multikolinearitas. Dari hasil output spss (lampiran 3), dimana besaran
korelasi antar variabel bebas tampak bahwa tidak satu variabel pun yang koefisien
korelasinya diatas 0,90. Oleh karena korelasi imi masih dibawah 0,90 maka dapat
dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Uji lain dilakukan dengan nilai tolerance (
lampiran 1) tidak satu variabelpun yang mempunyai nilai tolerance kurang dari 10 %
(0,10). Nilai Variance Inﬂation. Factor (VIF) juga menunjukkan tidak ada satu
variabel bebas yang memiliki VIF lebih dari 10. Nilai cutoff yang umum dipakai
adalah nilai tolerance terendah 0,10 dan VIF diatas 10. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas.
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5.3. Uji Heteroskedastisitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dari

output SPSS Scatterplot dapat ditampilkan grafik/gambar sebagai berikut :

Gambar/Grafik nomor 2 : GAMBAR SCATTERPLOT

Scatterplot
Dependent Variable: Y
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Dari grafik scatterplot tersebut terlihat titik titik menyebar secara acak diatas maupun
dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi

heteroskedastisitas pada model regresi ini.

5.4. Uji Normalitas
Uji ini betujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabael terikat
dan variabael bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Hasil

output SPSS Normal Probability plots (lampiran 2) dapat ditampilkan sbb. :



Gambar/histogram nomor 3 :

Expected Cum Prob

NORMAL PROBABILITY PLOTS

Histogram

Dependent Variable: Y

20

10 o

oy
g Std. Dev = 95
g Mean » 0,00
E o N=119,00
Yo Sate Y e R ' e v Bl s
Regression Standardized Residual
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Y
1,00
Jg5
0 - i
. f
000 fﬂf

Cbserved Cum Prob

47

Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal plot dapat

disimpulkan bahwa grafik memberikan pola distribusi normal. Karena histogram

hampir menyerupai genta dan titik variance semuanya mengikuti arah garis diagonal.

Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi

.

asumsi normalitas.

e e L T I S PR T
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5.5. Uji Linearitas

Uji ini untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar
atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris sebaiknya
berbentuk linear, kuadrat atau kubik. Untuk uji ini digunakan Ramsey Test.
Dengan asumsi , Ho : Model dalam bentuk fungsi linear

Ha : Model dalam bentuk non linear

Dengan kriteria : Ho diterima apabila F hitung <F tabel.
Dari hasil output SPSS model Ramsey Test (lampiran 15) didapati Adjusted R
Square (R2 new)= 0,976 semeniara hasil output SPSS sebelumnya (lampiran 1)
didapati Adjusted R Square (R2 old) = 0,893

Kemudian dapat dihitung F statistik dengan rumus ( Imam Ghozali,2001) sbb. :

R*New~-R?*0ld/m |
F=op o2 2EIR e, 2
(1-R*New)/(n-k) . (2)

Dimana : m= jumlah variabel bebas yang baru masuk
n= jumlah data observaf';i '
k=banyaknya pmaﬁéter dalam persamaan baru
R2 new = nilai R2 dari persamaan regresi baru
R2 old = nilai R2 dari persamaan regresi awal
Dari perhitungan tersebut didapati F hitung = 0,036.
Nilai F hitung = 0,036 dibandingkan dengan nilai F tabel pada df (119-12) dan pada
n= 12 adalah 2,35. Jadi F hitung < F tabel, maka HO tidak dapat ditolak atau dengan

kata lain dapat disimpulkan bahwa model regresi adalah linear.

B L e L T el -
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6. Uji Hipotesis

Faktor —faktor yang melekat pada wp yang pertama adalah kesadaran
perpajakan scbagai salah satu contoh variabel bebas penelitian, yang berskala
ordinal telah dihipotesiskan sebagai berikut :

Faktor kesadaran perpajakan wp berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan
penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Secara keseluruhan langkah-langkah pembuktian hipotesis ini diawali
dengan mengkonversikan hipotesis penelitian menjadi hipotesis statistik sebagai
berikut :

Ho : Kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan

penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Ha : Kesadaran perpajz;kan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan

penerimaan PBB.di Kota Bengkulu.

Langkah kedua menetapkan taraf keyakinan. Dalam penelitian ini penulis
menetapkaﬁ taraf keyakinan aildala.h 95 %, atau peluang ralatnya bernilai 5 % (nilai
p=0,05).

Tahap ketiga menentukan kriteria pencrimaan Ho dan penolakan Ho sbb :
Ho diterima jika : nilai p>=0,05 dan menolak Ha atau dengan kata lain nilai p tidak
andal.

Ho ditolak jika : nilai p<0,05 dan menerima Ha atau dengan kata lain nilai p andal.

Selanjutnya langkah keempat adalah menarik kesimpulan :
Apabila nilai P andal, dapat ditarik kesimpulan variabel kesadaran perpajakan

perpengaruh terhadap” tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.
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Atau sebaliknya, bila nilai p tidak andal, dapat ditarik kesimpulan variabel
kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat keberhasilan
penerimaan PBB, dengan asumsi faktor—faktor lain konstan (ceteris paribus)

Proses uji untuk variabel-variabel lainnya sama dengan contoh pengujian
variaabel kesadaran perpajakan (X1) tc-:rsebut diatas.

Adapun ringkasan hasil output SPSS (lampiran 1) dapat ditampilkan dalam

tabel berikut ini :
Tabel Nomor 17
KOEFISIEN REGRESI DAN SIGNIFIKANSI
Nama Variabel ' Koefisien Regresi | Signifikansi/keterangan
. ( Beta)
1. Kesadaran perpajakan 0,84 0,046 / terbukti
2. Rasio Beban PBB dibandingkan -0,062 0,050 / terbukti
dengan pendapatan wp.
3. Rasio Beda hitung permanent 0,066 0,073 / tidak terbukti
difference '
4, Sikap wp terhadap pembangunan 0,240 0,000 / terbukti
daerah
5. Sikap wp terhadap sanksi denda 0,123 0,001/ terbukti
6. Pendapat wp tentang penghindéran | 0,068 0,050/ terbukti
PBB telah umum
7. Pendapat wp tentang berat . - 0,049 0,138/ tidak terbukti
tidaknya beban PBB
8. Pendidikan wp . 0,206 0,000/ terbukti
9. Lama tinggal wp 0,017 0,599/ tidak terbukti
10. Status tanah/rumah wp - 0,136 0,004/ terbukti
11. Pendapat wp terhadap pelayanan 0,303 0,000/ terbukti
fiskus ‘.

Sumber : Output SPSS (fampiran 1)

—
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Dari hasil output SPSS tersebﬁt juga dapat dibuat persamaan regresi sbb:
Y = 0,084X1 -0,062X2 + 0,066X3 + 0,240X4 + 0,123X5 + 0,068X6 + 0,049X7 +
0,206X8 + 0,017X9 + 0,136X10 +.0,303X11 +e.
Untuk melihat variabel mana yang berpengaruh dan variabel mana yang tidak
berpengaruh dapat dilihat pada kolom signifikansi, maka akan diuraikan satu persatu

variabel sebagai berikut:

6.1. Kesadaran Perpgj_akan (X1)

Hipotesis penelitian berbunyi: Kesadaran perpajakan wp berpengaruh terhadap

tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Dari hipotesis penelitian dikonversikan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho: Kesadaran perpajakan wp tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan
penerimaan PBB di Kota B;:Iigkulu.

Ha : Kesadaran Perpajakari wp berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan
penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Dari hasil analisa regreéi linier, tingkat signifikansi atau peluang ralat
untuk variabel X1 (kesadaran perpajakan) adalah P = 0,046 , berdasarkan kreteria
dimana :

Ho diterima apabila P>0,05. Oleh karena nilai P = 0,046 < P = 0,05, maka Ho ditolak
dan menerima Ha. Dengan kata lain kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap

tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.
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6.2. Rasio beban PBB di bandingkan pendapatan WP ( X2 )
Hipotesa Penenelitian berbunyi: R
Rasio beban PBB dibandingkaz} pendapatan WP berpengaruh terhadap tingkat
keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu. Dari hipotesis penelitian
dikonversikan menjadi hipote;;is statistik sebagai berikut :
Ho : Rasio beban PBB diban&iﬁgkan pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh
terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.
Ha : Rasio beban PBB diba{ndingican pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap
tingkat keberhasilan pénerimaan PBB di Kota Bengkulu.
Dari hasil analisis regresi peluang ralat untuk variabel X2 adalah : P=0,050.
Sesuai dengan kriteria, Ho diterima apabila P>0,05. Oleh karena nilai P=0,050< atau
sama dengan P=0,05 maka Ho ditolak dan menerima Ha, atau dengan kata lain rasio
beban PBB dibandingkan pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat

keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

6.3. Rasio beda hitung permane'n't-diﬁ'erence (X3)

Hipotesis penelitian berbunyi :

Rasio beda hitung permaneﬁt—d{):ference berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan

penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Dari hipotesis penelitian dikorilversikan.menjadi hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho: Rasio beda hitung permaneézt—difference tidak berpengaruh terhadap tingkat
keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Ha: Rasio beda hitung permanen-t—diﬁ'ercnce berpengaruh terhadap tingkat

keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.
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Dari hasil analisis regresi peluang ralat untuk variabel X3 adalah P=0,073.
Sesuai dengan kriteria yang ditentukan dimana Ho diterima jika P>0,05. Oleh karena
nilai P=0,073> p=0,05 maka Ho diterima dan menolak Ha. Artinya, Rasio beda
hitung permanent-difference tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan

penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

6.4. Sikap WP terhadap pembangunan daerah ( X4)

Hipotesis penelitian berbunyi :

Sikap WP terhadap pel';lbangunan daerah berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan

penerimaan PBB di Kota Bengkulu,

Dari hipotesis penelitian dikonversikan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho : Sikap WP terhadap pembangunan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat
keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Ha : Sikap WP terhadap pembangunan daerah berpengaruh terhadap tingkat
keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Dari hasil analisis regresi, peluang ralat untuk variabel X4 P = 0,000. Sesuai
dengan kriteria yang ditentukan dimana : Ho diterima jika £>0,05. Ternyata
P=0,000<P=0,05 maka HO ditolak dan menerima Ha. Artinya, sikap WP terhadap
pembangunan daerah berpengaruh terhaciap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di

Kota Bengkulu.

0.5. Sikap WP terhadap sanksi denda PBB ( X5)
Hipotesis penelitian berbunyi :
Sikap WP terhadap sanksi denda PBB berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan

penerimaan PBB di Kota Bengkuiu.

g s ey . -
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Dari hipotesis penelitian dikonversikan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho: Sikap WP terhadap sanksi denda PBB tidak berpengaruh terhadap tingkat
keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Ha: Sikap WP terhadap sanksi denda PBB berpengaruh terhadap tingkat
keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Adapun kriteria yang, ditentukan adalah HO diterima apabila P>0,05. Ho
ditolak apabila P<0,05. Dari hasil analisis regresi ternyata peluang ralat untuk X5
P=0,001<0,05, maka Ho ditolak cian Ha diterima. Artinya, sikap WP terhadap sanksi
denda PBB berpengaruh tefhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota

Bengkulu.

6.6. Pendapat WP tentang penghindaran PBB telah umum ( X6 )
Hipotesis penelitian berbunyi :
Pendapat WP tentang penghindaran PBB telah umum berpengaruh terbadap tingkat
keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.
Dari hipotesis penelitian dikonversikan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut :
Ho: Pendapat WP tentang penghindaran PBB telah umum tidak berpengaruh
terhadap tingkat kebe;‘hasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.
Ha: Pendapat WP tentang penghindaran PBB telah umum berpengaruh terhadap
tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.
Adapun kriteria yané ditentukan adalah Ho diterima jika P>0,05 dan Ho
ditolak jika P<0,05. Dari hésil analisis regresi ternyata peluang ralat untuk X6,

P=0,050< atau sama dengan P=0,05. Maka Ho diolak dan menerima Ha. Artinya,
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Pendapat WP tentang penghindaran PBB telah umum berpengaruh terhadap tingkat

keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu,

6.7. Pendapat WP tentang bera't Ntidalmya beban PBB ( X7)

Hipotesis penelitian berbunyi :

Pendapat WP tentang berat tidaknya beban PBB berpengaruh terhadap tingkat

keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Dari hipotesis pen¢litian dikonversikan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho: Pendapat WP tentang berat tidaknya beban PBB tidak berpengaruh terhadap
tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Ha: Pendapat WP tentang berat tidaknya beban PBB berpengarvh terhadap
tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu berpengaruh
terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Adapun kriteria yang' ditentukan adalah Ho diterima jika P>0,05 dan Ho
ditolak jika P<0,05. Dari hasil analisis regresi ternyata peluang ralat untuk X7,
P=0,138>P=0,05. Maka Ho diterima dan menolak Ha. Artinya, pendapat WP tentang
berat tidaknya beba; PBB tidak bererpengaruh terhadap tingkat keberhasilan

penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

6.8. Pendidikan wajib pajak (X8)

Hipotesis penelitian berbunyi :

Pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB
di Kota Bengkulu. ’:

Dari hipotesis penelitian dikonversikan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut :
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Ho : Pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan
penerimaan PBB di Kota.Bengkulu.
Ha : Pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan
PBB di Kota Benékulu..
Adapun kriteria yang ditentukan adalah Ho diterima jika P>0,05 dan Ho
ditolak jika P<0,05. Dari hasil analisis regresi ternyata peluang ralat untuk X8,
P=0,000<P=0,05. Maka Ho ditolak dan menerima Ha. Artinya, Pendidikan wajib

pajak  berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota

Bengkulu.

6.9. Lama tinggal wajib pajak (X9)

Hipotesis penelitian berbunyi ;

Lama tinggal wajib pajak PBB berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan

penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Dari hipotesis penelitian dikonyer;ﬂ(an menjadi hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho: Lama tinggal wajib pajak PBB tidak berpengaruh terhadap tingkat
keberhasilan penerimaan PBé di Kota Bengkulu.

Ha: Lama tinggal wajib .pajak PBB berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan
penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Adapun kriteria yang ditentukan adalah Ho diterima jika P>0,05 dan Ho
ditolak jika P<0,05. Dari ha;sil analisis regresi ternyata peluang ralat untuk X9,
P=0,599>P=0,05. Maka Ho diterima dan menolak Ha. Artinya, Lama tinggal wajib
pajak PBB tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota

Bengkulu.
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6.10. Status tanah/rumah ( X1'0:)'

Hipotesis penelitian berbunyl

Status tanah/rumah berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di

Kota Bengkulu.

Dari hipotesis penelitian dikonversikan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho : Status tanah/rumah tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan
penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Ha : Status tanah/rumah berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan
PBB di Kota Bengkulu.
Adapun kriteria yang ditentukan adalah Ho diterima jika P>0,05 dan Ho

ditolak jika P<0,05. Dari hasil analisis regresi ternyata peluang ralat untuk X10,

P=0,004<P=0,05. Maka Ho ditolak dan menerima Ha. Artinya, Status tanah/rumah

berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

6.11. Pendapat WP terhadap pelayanan fiskus ( X11)

Hipotesis penelitian berbunyi :

Pendapat WP terhadap pela;ranan fiskus berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan

penerimaan PBB di Kota Bengkulu. |

Dari hipotesis penelitian dikonversikan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho: Pendapat WP terhadép pelayanan fiscus tidak berpengaruh terhadap tingkat
keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Ha: Pendapat WP terhadap pelayanan fiscus berpengaruh terhadap tingkat

keberhasilan penerimaan PBB d1 Kota Bengkulu.
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Adapun kriteria yang ditentukan adalah Ho diterima jika P>0,05 dan Ho
ditolak jika P<0,05. Dari hasil analisis regresi ternyata peluang ralat untuk X11,
P=0,000<P=0,05. Maka Ho :ditola}( dan menerima Hai. Artinya, pendapat WP
terhadap pelayanan fiscus berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan

PBB di Kota Bengkulu.

7. Pembahasan dan Implikasi Hasil Penelitian

7.1. Faktor Kesadaran Perpajakan telah terbukti berpengaruh terhadap tingkat
keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu. Hal ini logis karena menurut
Saifudin Azwar (1988) ketika koihponen kognitif berupa apa yang dipercayai oleh
subyek pemilik sikap, komponen afektif merupakan komponen yang menyangkut

aspek emosional dan komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berprilaku

tertentu sesuai dengan sikap yané dimiliki oleh subyek, maka secorang wp sadar

bahwa harus ada keseimbangan antard hak dan kewajiban sebagai warga negara .
Sehingga mendorong seorang wp untuk membayar kewajibannya berupa pajak PBB
setiagp tahun. Dorongan ini semakin kuat berarti akan meningkatkan kepatuhan
terhadap kewajiban pajak dan implikasinya akan meningakatkan collection rate.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya ( Bambang Suhardito dan

bambang sudibyo,1996).

7.2.Faktor Rasio Beban PBB dibandingkan dengan pendapatan wp telah terbukti
berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu. Hal
ini dapat diterima karena apa yang dibayarkan oleh wp untuk pajak PBB tersebut

memang bersumber dari penghasilan wp itu sendiri. Dengan demikian pendapatan

B e ot ST T T O S -
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wp akan mempengaruhi tingkat ketaatannya membayar pajak dan dengan demikian
juga akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB. Hubungan
antara tingkat keberhasilan PBB‘ dengan pendapatan telah dibuktikan oleh penelitian
(Guritno, 1994) yang menyimpulkan bahwa adanya hubungan fingsional antara

pembayaran PBB dengan nilai tanah, nilai rumah dan pendapatan wajip pajak.

7.3  Faktor Rasio Beda Hitung Permanent-Difference telah terbukti tidak
berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.
Memang logikanya semakin tinggi nilai NJOP oleh fiskus maka akan semakin tinggi
pula jumlah pajak PBBnya. Semakin besar pajak PBBnya ada kecenderungan wp
tidak sanggup membayarnya. Tetapi dalam hal ini tidak berlaku bagi wp PBB di
Bengkulu. Karena bagi mercka perinsip keadilan yang sangat mengemuka. Apabila
tanah dan rumah dianggap mereka Sama ukuran dan konstruksinya tetapi penetapan
pajaknya berbeda mereka merasa .keberatan dan menunda pembayaran pajaknya.
Perbedaan fiskus dengan wp adalah ‘perbedaan perhitungan NJOP. WP memakai
dasar transaksi jual beli yang ter:jadi di_ blok atau zone yang bersangkutan sementara
fiskus berdasarkan nilai buku. Dalam hal ini mendukung penelitian terdahulu
{Bambang Suhardito dan Bambang Sudibyo,1996) bahwa untuk wajib pajak PBB
secara umum memang tidak berpengaruh. Tetapi untuk wajib pajak wiraswasta

terdapat hubungan yang signifikan.

7.4. Faktor Sikap Wp Terhadap Pembangunan Daerah telah terbukti berpengaruh
terhadap tingkat keberhasilan pencrimaan PBB di Kota Bengkulu. Hal ini dapat
diterima karena wp telah mengorbankan sejumlah uang tertentu dengan harapan

mendapatkan imbalan berupa pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan
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dan lain-lain. Lockman Soetrisno (1994) menyatakan bahwa layanan pemerintah,
termasuk pembangunan infrastruktur' akan mempengaruhi ketaatan pembayaran
pajak PBB, khususnya wp perkotaan. Sebaliknya apabila pemerintah tidak
merelisasikan pembangunan di daéralmya, maka ketaatan pembayaran pajak akan

menuruin.

7.5. Faktor Pendapat Wp Terhadap Sanksi Denda telah terbukii berpengaruh
terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu. Hal ini logis
karena masyarakat akan mematuhi pembayaran PBBnya bila memandang sanksi
denda akan lebih banyak merugikannya. Pada penelitian terdahulu (Bambang
Suhardito dan Bambang Sudibyo,1996) juga menyatakan terbukti berpengaruh

untuk wp wiraswasta dan nirwiraswasta.

7.6. Fakior Pendapat Wp Bahwa Penghindaran PBB Telah Umum terbukti
berpengruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Hal ini dapat diterima karena masyarakat mengetahui bahwa masih banyak
tetangganya yang tidak taat membayar pajak, tetapi sanksi denda tidak pernah
diterapkan. Sehingga masyarakat menganggap membayar atau tidak sama saja,
bahkan yang taatpun tidak pernah mendapat hadiah.

Pandangan masyarakat seperti ini menyebabkan mereka menghindari pembayaran
PBB. Dalam penelitian terdahulu secara empiris tidak terbukti. Hal ini sedikit ada
perbedaan karena bukan penghindaran yang menjadi titik perhatian tetapi
ketidakadilan perpajakan akan menyebabkan merosotnya bahkan hilangnya

kepatuhan para wajib pajak. Seorang wp tidak akan menghindar dari kewajibannya
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Jika ada keadilan terutama dalam:penentuan NJOP, dan transfaransi penggunaan

dana pajak PBB tersebut.

7.7 Faktor Pendapat wp terhadap berat tidaknya beban PBB telah terbukti tidak
berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu. Hal ini
dapat diterima karena bukan masalah berat atau ringannya beban pajak tersebut
melainkan faktor keadilan yal;g diutgmakan, terutama dalam menentukan NJOPnya.
Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya (Bambang Suhardito dan Bambang

Sudibyo,1996).

7.8. Faktor Pendidikan terbukti berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan
penerimaan PBB di Bengkulu. Hal ini didukung oleh pendapat Guritno (1994) yang
mengatakan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak harus dibina melalui

pengetahuan dan pendidikan masyérakat.

7.9. Faktor Lama Tinggal Wp telah terbukti tidak berpengaruh terhadap tingkat
keberhasilan penerimaan PBB di'Bengkulu. Dalam penelitian terdahulu, Bambang
Subardito dan Bambang Sudibyo (1996) menyimpulkan bahwa memang tidak

terbukti untuk wp wiraswasta dan terbukti ada pengaruh untuk wp nir-wiraswasta.

7.10. Faktor status tanah/rdhlah ‘telah terbukti  berpengaruh terhadap tingkat
keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu, Hal ini ini logis karena wp lebih merasa
aman apabila tanah/rumah tersebut adalah hak milik, bukan sewa, kontrak dan lain

sebagainya. Sehingga kalau wp merasa aman maka akan lebih termotivasi untuk
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membayar PBB dan akan meningkatkan collection ratenya. Hal ini mendukung

penelitian (Guritno,1994).

7.11. Faktor Pendapat wp terhadap Pelayanan Fiskus terbukti berpengaruh terhadap
tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu.

Hal ini dapat diterima karena kalau fiskus tidak memberikan pelayanan yang baik
maka ada kecenderungan wp akan melalaikan kewajibannya. Sebaliknya kalau
pelayanan fiskus baik dalam artian cepat, tepat dan adil maka ada kecenderungan wp
akan mentaati kewajibannya. Hal ini senada dengan apa yang pernah disampaikan
oleh Dr.Sri Adiningsih (Suara 'Merdeka,IO Okiober 2000) bahwa kwalitas pelayanan
pemerintah dalam hal ini fiskus mempengaruhi tingkat ketaatan wp membayar
pajaknya, lebih lanjut Adiningsih menguraikan memang disiplin pajak di Republik
ini rendah sekali dan aparatnya juga lemah. Padahal ruang gerak untuk meningkatkan
penerimaan pajak sebenarnya mafsih cukup tinggi. Masalahnya pembayaran pajak
masih banyak yang bisa dinegosiasikan dan itu merupakan salah satu refleksi KKN
yang tinggi. Maka disiplin inajak harus betul-betul ditegakkan , dan dimulai dari

kalangan aparat pajak.
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KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan penel‘itian dan saran-saran peneliti dan praktisi. Oleh
karena itu bab ini diorganisaikan dalam sub-sub kesimpulan , keterbatasan dan saran.
1. Kesimpulan |

Sampel penelitian terdiri dari seratus dua puluh‘ lima (125) wajib pajak PBB
terdistribusi di 4 kecamatan di Kota Bengkulu.

Variabel penelitian sebanyak sebelas (11) variabel bebas dan satu variabel terikat.
Penarikan hipotesis penelitian berdasarkan nilai peluang ralat masing-masing variabel
bebas (p value) sebesar 5 %. Dari hasil analisis regresi ternyata ada 8 (delapan) variabel
bebas yang terbukti berpengaruh térhadap variabel terikat dengan tingkat keyakinan
(convident inferval) sebesar 95%. Variabel sisanya tidak berarti tidak berpengaruh sama
sekali tetapi pengaruhnya tidak si'gniﬁcant. Dilihat darl nilai Adjusted R Square =0,893
berari 89,3 % variabel bebas ( sebelas faktor yang melekat pada wajib pajak yang di
hipotesiskan) dapat menjelaskan secara bersama-sama variabel terikat ( Tingkat
Keberhasilan Penerimaan PBB dj Kota Bengkulu), sedangkan 10,7 % sisanya dapat
dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Adapun faktor-faktor yang bt;rpengaruh dan tidak berpengaruh secara significant
dapat diuraikan berikut ini :

1. Kesadaran perpajakan berpenga;';h terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB

di Bengkulu.
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. Rasio beban PBB dibandingkén pendapatan wp telah terbukti berpengaruh terhadap

tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu.

. Rasio beda hitung permanent-difference tidak berpengaruh terhadap tingkat

keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu.

. Sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah berpengaruh terhadap tingkat

keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu.

. Sikap wajib pajak terhadap sanksi denda PBB berpengaruh terhadap tingkat

keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu.

. Pendapat wajib pajak tentang penghindaran PBB telah umum berpengaruh terhadap

tingkat keberhasilan peneriméan PBB di Bengkulu.

. Pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PBB tidak berpengaruh terhadap

tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu.

. Pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB

di Bengkulu.

. Lama Tinggal  wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan

penerimaan PBB di Bengkulu,

10. Status tanah/rumah wajib pajak‘ berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan

penerimaan PBB di Bengkulu.

11, Pendapat wajib pajak terhadap pélayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat

keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu.
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2. Keterbatasan

Beberapa keterbatsan yang dirasakaﬁ cukup mengganggu pada penelitian ini adalah :
(1) Model yang digunakan dalam iJenelitian ini bukanlah suatu model yang telah teruji
didalam penelitian sebelumnya. Model ini dirancang melalui dasar teoritis dan hasil
penelitian terdahulu. Model penelitian ini dibangun atas dugaan yang kuat akan
pengarch variabel-variabel yang dihipotesiskan. (2) Tujuan riset dibidang akuntansi
keperilakuan umumnya adalah untuk memprediksi dan menjelaskan suatu fenomena
perilaku yang tefjadi atau. memungkinkan terjadi , namun diakﬁi bahwa sangat sulit
untuk memprediksi perilaku dengan derajat yang tinggi. Dalam kasus penelitian ini
misalnya berapa ukuran kenaikan “kesadaran perpajakan” yang mempengaruhi kenaikan
collection rate, secara kuantitatif sangat sulit. (3) Random sampling tidak sepenuhnya
diterapkan, sehingga sampel mun'gkin tidak menggambarkan populasi yang sebenarnya.
Juga dengan sampel yang sedikit membatasi untuk generalisasi hasil penelitian ini. (4)
Biarpun metode survey dilakukan dengan visite tidak menutup kemungkinan responden

bisa tidak jujur.

3. Saran

3.1. Saran Untuk Peneliti

Peneltian ini perlu ditindak lanjﬁti, karena biarpun dalam penelitian ini sudah

dikemukakan model perpajakan , namun masih perlu rest and re test untuk menguji hasil

penelitian ini. Tindak lanjut penelitian dapat berupa penelitian lanjutan maupun .
replikasi. Bila melakukan penelitiaq}anjutaﬁ dapat memasukkan variabel-variabel lain

seperti falsafah keadilan perpajakan PBB, kemudian elemen keberhasilan perpajakan
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pajak PBB lainnya seperti kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan dan undang-
undang perpajakan.

Bila penelitian dilakukan penelitian réplikasi maka disarankan dapat menambah variabel
dan menambah sampel pgnélitian? . menyempurnakan alat uji statistik, dan
menyempurnakan kuesioner.

* 3.2. Saran Untuk Praktisi

Fiskus selaku aparat yang paling bertanggung jawab tethadap masalah perpajakan, harap
memperhatikan dan memanfaatkan penelitian ini untuk : 1) Oleh karena kesadaran
perpajakan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB, maka perlu
penyuluhan yang meny:@.mgkut _kesadai‘an perpajakan dan kesadaran bemegara.
2).Pemerintah daerah hendaknya berupaya meningkatkan pendapatan niasyamkat
terlebih dahulu, baru kemudian merﬁbuat kebijakan perpajakan. 3). Oleh karena rasio
beda hitung permanent differénce tidak signifikan, maka penetapan NJOP perlu
keadilan, bukan beda hitung permanen yang menjadi pehatian wajib pajak. 4). Hasil
pungutan PBB hendaknya beﬁar—benar digunakan untuk pembangunan daerah, 5).
Sanksi denda hendaknya benar-benar diterapkan. 6). Untuk mengantisipasi anggapan
penghindaran PBB felah umum, maka perlu ketegasan penerapan Undang-Undang
PBB. 7). Oleh karena berat tidaknya beban PBB tidak signifikan, diharapkan ketelitian
dan keadilan dalam menetapkan pajak terhutang perlu diutamakan, bulgan berat atau
tidaknya beban PBB. 85. Kiranya pendidikan fnasyarakat harus tetap ditingkatkan. 9).
Kiranya Pemda setempat dapat mempermudah dalam pengurusan status tanah/rumabh.

10. Fiskus hendaknya meningkatkan mutu pelayanan terhadap wajib pajak.
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